
Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor '1700): 

Pcrnbentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalarn Lingku ngan 

Propmsi -Jawa Tengah: 

:2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenrang Keuarigan 

Negara [Lernbarari Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

I omor 4286); 

3. Undang-Unclang Nomor 25 Tahun 200•-l tentang Sistern 

Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tarnbahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tenrang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

ten tang 1950 13 Tahun Nomor 1. Undang-Undang 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa.1 264 ayat (2) Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. perlu 

mcnetapkan Peraturan Bupati tenrang Rencana Kerja Pemerinrah 
Daerah Kabupaicn Grobogan Tahun 2023; 

BUPATI GROBOGAN. 

OENGAN RAH.MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

RENCANA K8~J,\ PEM8RINTAH DAER:\H 
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 

TENT ANG 

PER/\TUR;\N BUPATI GPOBOGAN 

NOMOR 17 TAHUN 2022 

BUPI\TI GROBOGAN 
PROV! NS! JAW;\ TENG AH 

Mcngmgat 

Meriirnbang 
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Kabupaten Grobogan Seri E Nomor 5); 

5. Undang-Undang NomOI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik f ndonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573): 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan. Pengendahan, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

8. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang 

Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 3 Tahun 2008 

ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

.Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

.Jawa Tengah Tahun 2008 Nornor 3); 
10. Peraturan Daerah Provins: Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Provin si Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabuoaten Orobozan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah . ~ 
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(1) RKPD Tahun 2023 adalah penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tah un 2021-2026. 

(2) RKPD rnempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 
Januari 2023 sarnpai dengan Desember 2023. 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1 . Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

3. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang mernirnpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan U ru san 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanju tnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

dismgkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023. 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraruran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8. Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2021 204-1 [Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2021 Nomor 12. Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 12); 

Menetapkan 
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Diundangkan di Purwodadi 

]uf, 102.1- 

Peraturan Bupau irii mulai berlak u pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangar. 

Peraturan Bupati ini dengan penemparannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan 

Pasal 5 

l~h:.PD 1 ah un 2023 sebaga.rrnaria dirnaksud dalam Pasal 2 tercarit urn 

dalam Larnpiran yang rnerupakan bagian ndak terpisahkan dari 
Peraturan Bu pati irii. 

Pasal 4 

t l j RKPD sebagarrnana dirnaksud dalam Pa sal 2 rnerupakan 

perloman bag: Pernerintah Dae, ah daiam pen} ln,u nan 

kcbijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran 

semcn tara dalarn penyu su nan rancangan Anggara n 

Pendapatan da n Belanja Daerah T; .. ~1~m Anggaran 202J. 

(2i RKPD sebag.nrnana dirnaksud dalarn Pasal :2. mer upa kan acuan 

dan pcdornan bag: Perangkat Uaerah datam pcnv usunan 

rencana kerja dan anggaran Tahu n Anggaran 2023. 

Pasal 3 


